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ABSTRAK

Judul : Harmonisasi terhadap pengaturan hukum Human Trafficking menurut Hukum
Nasional dan Hukum Internasional

Nama : Resti Andini

NIM  : 02091001027

Human Trafficking atau Perdagangan Manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi
manusia dan merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat serta salah satu bentuk
perbudakan dizaman modern. Human Trafficking semakin tumbuh dan berkembang sehingga menjadi
suatu kejahatan lintas Negara. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut kepentingan satu Negara saja
namun juga menyangkut kepentingan Negara lain di dunia. Untuk dapat mencegah serta mengatasi
kejahatan ini, baik secara nasional maupun internasional telah terdapat peraturan yang mengatur
masalah Human Trafficking ini. Secara nasional telah terdapat UUPTPPO yaitu undang-undang yang
mengatur pemberantasan Human Trafficking di Indonesia sedangkan dalam lingkup global terdapat
konvensi TOC beserta Protocol PBB yang mengatur masalah Human Trafficking yang terjadi dalam
dunia Internasional.. Indonesia sendiri telah menyatakan diri ikut serta dalam memerangi perdagangan
manusia bersama-sama Negara lain dengan meratifikasi berbagai konvensi-konvensi Internasional.
Penelitian yang berjudul “Harmonisasi terhadap Pengaturan Hukum Human Trafficking menurut
Hukum Nasional dan Hukum Internasional” ini memfokuskan kajiannya terhadap Bagaimana
harmonisasi pengaturan hukum Human Trafficking menurut hukum Nasional dan Internasional,
bagaimana peranan ASEAN sebagai organisasi Internasional dalam memberantas Human Trafficking,
bagaimana upaya Indonesia dalam memberantas Human Trafficking yang terjadi di Indonesia.
penelitian yang diajukan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang mempelajari dan
mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian serta pengaturan hukum
nasional dan internasional yang berkaitan dengan kejahatan Human Trafficking.

Setelah dilakukan analisis menghasilkan kesimpulan : peraturan hukum internasional Human
Trafficking dapat berlaku dan dapat berjalan secara efektif di negara Indonesia karena peraturan
Hukum Human Trafficking tersebut tidak bertentangan dengan penerapan hukum nasional dan
peraturan hukum Human Trafficking tersebut oleh Indonesia telah dtansformasikan kedalam
Perundang-undangan hukum Nasional.

Kata kunci : kejahatan Internasional, Pengaturan Human T rafficking, Hukum
Nasional, Hukum Internasional
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ABSTRACT

Title : Harmonization of Regulation of Human Trafficking according to National and
International Law

Name : Resti Andini

NIM  :02091001027

Human trafficking is a crime that violates human rights and also an act of violence which disgraced
human’s dignity and a form of slavery in modern world. Human trafficking grows and develops into a
transnational crime. This crime is not only a concern of one nation but also other nations around the
world. To prevent and overcome this crime, there’s a rule that regulate about human trafficking
nationally and internationally. Nationally, there’s a UU PTPPO which is a law that regulates the
erradication of human trafficking in indonesia. Internationally, there is a UN Protocol that regulates
about the human trafficking issue that happened in international world. Indonesia also declared that
they will join the cause against the human trafficking with other countries by ratifying international
conventions.

This research titled “Harmonization of Regulation of Human Trafficking according to National and
International Law” focusing its studies on how is the process of harmonization of the regulation of
Human trafficking according to national law and international law, what is the role of ASEAN as an
international organization in erradicating human trafficking occured in Indonesia. This research use
normative research method which studies and reviews various of literature that relates on object of
research and the rule of national and international law which related to human trafficking crimes.

After analizing the materials, it can be concluded that: the international rule about human trafficking
can be used and done effectively in Indonesia because the rule does not contradict with the practice of
national law and this rule is transformed by Indonesia into a national regulation.

Key word : International crimes, Regulation of Human Trafficking, National Law,
International law.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dari suatu negara ke negara lain
merupakan salah satu kejahatan Internasional yang telah menyita perhatian
masyarakat dunia yang berawal dari kejahatan tertua didunia yakni Perbudakan
Manusia. Praktik perbudakan sempat dilegalkan oleh bangsa-bangsa kolonial
Eropa pada abad ke 14 hingga 18 terhadap orang-orang Afrika. Namun saat ini,
perbudakan telah mengalami perubahan dalam bentuk baru yang lebih cerdas
yaitu bernama Human Trafficking atau Perdagangan Manusia.! Perdagangan
Manusia telah ada sejak berabad—abad yang lalu dan merupakan bagian yang tak
dapat dipisahkan dengan perbudakan manusia. Perdagangan Manusia adalah
bentuk modern dari Perbudakan. Korban perdagangan manusia harus mengalami
kekerasan, pemalsuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau
perburuhan paksa. Korban nya adalah anak-anak kecil, remaja, pria, dan wanita.

Jutaan individu yang mayoritas perempuan dan anak-anak setiap tahunnya
ditipu, dijual, atau sebaliknya dipaksa masuk kedalam suatu situasi ekploitasi

yang tidak dapat mereka hindari. Human Trafficking adalah bisnis Internasional

Perbudakan Modern Bernama Human Trafficking, (http:/m.inilah.com/read/detail) diaks
tanggal 23 April 2013 pukul 22.00 wib. ) diakses pada

US Department of Health and Human Service Report diak .
21.00 wib. port diakses pada tanggal 23 April 2013 pukul


http://rn.inilah.com/read/detail

yang tumbuh dan berkembang dalam ekonomi dunia yang saling terkait di masa
ini, yang dapat menghasilkan sekitar 9 miliar Dollar keuntungan tiap tahunnya.'
Namun saat ini, perdagangan manusia menjadi jauh lebih kompleks karena
didukung dengan kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi sehingga
semakin berkembang pula modus operandi kejahatannya. Perdagangan Manusia
dilakukan oleh jaringan—jaringan kriminal Internasional yang terorganisir dan
setiap ‘tahunnya dengan skala keuntungan yang dihasilkan dan sifatnya yang
berlipat-lipat.> Apabila dibandingkan dengan kejahatan—kejahatan Internasional
lainnya, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) merupakan salah satu
kejahatan Internasional dengan nilai keuntungan terbesar ke—3 setelah kejahatan
penyelundupan senjata dan peredaran narkoba.’

Dari berbagai data yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang
dikeluarkan oleh International Labor Organization (ILO)*, memperkirakan
bahwa’ :

1. 12,3 juta manusia diseluruh dunia telah dipaksa menjadi buruh atau tenaga

kerja paksa. ILO menganggap bahwa tenaga kerja paksa adalah masalah

Pfardagangan Manusia, (http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan-manusia/)

Diakses pada tanggal 2 Desember 2012 pukul 13.00 wib.

Perdagangan Perempuan di Eropa (www.KajianEropa.org) diakses tanggal 2 Desember 2012

pukul 19.00 wib

lé,iporan h;S!l]" penellitian tentang perdagangan manusia “Dosen hukum telematika Fakultas Hukum
onomi egnologi Universitas Al Azhar Indonesia”.diakses pada tanggal 2

S0 O p ggal 2 Desember 2012

ILQ merupakan kepanjangan dari International Labor Organization yang menjadi badan yang

melmdu.ngl para pekerja di seluruh dunia, dan organisasi ini didirikan pada tahun 1919

International Labor Organization, A Global Alliance Against Forced Labor,2005. Hlm 10-15


http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan-manusia/
http://www.KajianEropa.org

{

global yang sesungguhnya karena telah menimbulkan dampak yang serius
pada sebagian besar umat manusia, baik di Negara-negara berkembang
maupun Negara maju;

2. 40-50% korban dari tenaga kerja paksa ini adalah anak-anak;

3. Mayoritas korban (64%) yang menjadi tenaga kerja paksa masuk dalam
eksploitasi ekonomi seperti misalnya dalam pertanian, pertambangan, dan
kegiatan ekonomi lainnya;

4. 11% korban adalah tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi
seksual komersial;

5. Mayoritas (65%) korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi
ekonomi adalah perempuan dan anak-anak perempuan, dan 98% korban
tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial adalah
perempuan dan anak-anak perempuan;

6. 20% (2,45 juta orang) tenaga kerja paksa tersebut adalah korban
perdagangan manusia dan 43% dari mereka masuk dalam eksploitasi
seksual komersial.

Tiap tahunnya ratusan ribu orang dari 127 negara yang pada umumnya Asia,
Eropa Timur, dan Amerika Latin diselundupkan ke Negara-negara kaya. Negara-
negara tujuan sebagian besar mencakup Negara-negara Eropa, Amerika Utara,

Negara-negara Teluk Persia Selatan, Israel, dan jepang® Di Indonesia

http://www.un.org/Traffickinginpersons/pages/49c3646c23 £ heml) di :
2013 pukul 23.00 wib. 28 -heml) diakses pada tanggal 23 April



I ' 4

Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak—anak merupakan salah satu
permasalahan yang serius dan bukan lagi hal yang baru. Indonesia sendiri sebagai
Negara berkembang menjadi lahan subur perdagangan manusia. Jumlah warga
Indonesia yang bekerja diluar negeri masih sangat tinggi dengan perkiraan
6.500.000-9.000.000 pekerja migran Indonesia diseluruh dunia. Menurut Io0M°
memperkirakan bahwa 43 sampai 50 persen tenaga kerja Indonesia diluar negeri
menjadi korban indikasi perdagangan manusia.'® Dari setiap 33 Provinsi di
Indor'lesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah
yang paling signifikan ialah Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara,
dan Sumatera Selatan. Mayoritas buruh migran Indonesia menghadapi kerja paksa
dan perbudakan di Negara-negara Asia yang lebih maju dan daerah Timur Tengah
khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah dan Iraq.ll

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya Human
Trafficking ini, diantaranya adalah faktor kemiskinan.'? Tingkat kemiskinan yang
tinggi, banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia
di Indonesia mengakibatkan banyak rakyat Indonesia yang tertarik untuk bekerja
di luar negeri dengan gaji yang besar. Perempuan Indonesia sangat rentan

terhadap perdagangan untuk ekploistasi seksual dan tenaga kerja yang

10
11
12

IOM kepanjangan dari International Organization for Migration merupakan organisasi antar
pe‘mer'mtah yang pada awalnya didirikan pada tahun 1951 sebagai komite pemerintah untuk
rl'nlngrasi Eropa (ICEM) untuk membantu pemukiman kembali pengungsi akibat Perang Dunia Ke
IOM: Human Trafficking, (http://iom.or.id/) Diakses tanggal 18 April 2013 pukul 17.30 wib.
wav.HumgnTmfﬁcking.org diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 00.00 wib

Chairul Bariah Mozasa, Aturan-aturan Hukum Trafficking, USU Press, Medan him 12.


http://iom.or.id/
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diperkirakan sekitar 69-75 persen dari seluruh pekerja Indonesia di luar negeri
adalah perempuan.l

Permasalahan tentang perdagangan orang di Indonesia telah terjadi sejak
krisis yang lalu dan saat ini semakin meningkat. Tidak hanya terbatas
diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual manusia saja,
melainkan juga meliputi bentuk—bentuk eksploitasi lainnya, seperti halnya kerja
paksa dan praktik yang menyerupai perbudakan manusia. Bentuk kejahatan ini
merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat dan
merupakan bentuk perbudakan dizaman modern (modern slavery) > Perdagangan

. ; .3
manusia merupakan golongan Transnational Organize Crime

, Karena
Perdagangan Manusia melakukan Pengeksploitasian diantaranya sebagai berikut :
1. Eksploitasi untuk melacurkan manusia lain untuk bentuk—bentuk lain dari

eksploitasi seksual;
2. Kerja atau pelayan paksa;

3. Perbudakan atau praktek—praktek yang serupa dengan perbudakan;

1

3

www.HumanTrafficking.org diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul 00.00 wib

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.1, Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Indonesia,
Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A.R.1, 2007. Diakses pada tanggal 24 April 2013 pukul 20.00
wib.

Transnational Organized Crimes (TOC) merupakan kejahatan lintas negara yang memiliki
karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas
perkembangan kejahatan lintas batas Negara antara lain adalah Globalisasi , migrasi atau
pergerakan manusia, serta perkembangan tegnologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang

pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil Jjuga berperan menambah
kompleksitas tersebut.

Kemlu : kebijakan : isu-isu khusus : kejahatan lintas Negara.

(http//www.kemlu.go.id/pages/issuesDisplay.aspx?lDP=20&l=id) diakses tanggal 20 Maret 2013
pukul 20.00 wib.
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5. Pengambilan organ—organ tubuh.'®

Dalam konteks Internasional, telah banyak upaya yang dilakukan Negara-
negara dalam memberantas Perdagangan Manusia yang merupakan kejahatan
lintas Negara diantaranya dengan dirumuskan konvensi-konvensi Internasional
guna membahas bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan terjadinya
kasus Human Trafficking ini. Adapun Instrumen Internasional berikut
menentukan standar untuk penghapusan dan perlindungan terhadap Human
Trafficking, yaitu : United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Tahun 2000) atau
dikenal dengan sebutan Protokol Palermo, protocol ini melengkapi The United
Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi), The International Convention On The Elimination of All Forms Of
Discrimination Against Women/CEDAW (konvensi penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan), The International Convention on The Rights of
The Child/CRC (Konvensi hak anak), The International Convention on the
Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
(Konvensi Internasional untuk perlindungan hak-hak migran dan keluarganya),
serta Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degarding

Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.1, Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Indonesia,

;;s(;x(;banbg Hukum dan Peradilan M.A.R.I, 2007. Diakses pada tanggal 24 April 2013 pada pukul
.00 wib.
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Manusia).

Di Indonesia sendiri, didalam KUHP sebenarnya banyak tercantum pasal

yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku Human trafficking ini, seperti

pasal 263 tentang memalsukan surat-surat, pasal 277 tentang mengaburkan asal

usul seseorang, pasal 285, pasal 287, pasal 288, pasal 289 pasal 290, dan masih

banyak lagi. selain itu, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) sesungguhnya

dilarang dalam berbagai peraturan Perundang—undangan Republik Indonesia

diluar KUHP yang berisi ancaman pidana kepada pelaku tindak pidana terkait

Human Trafficking, seperti '

i

2

Undang—Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,

Undang—Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah tangga,

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan,

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang—
undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan,

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan

korban,

17

Pasal 83 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,

8. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,

9. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian,

10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang—
Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang,

11. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang—
Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Penghapusan Korupsi dan lain
sebagainya.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
misalnya juga menetapkan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.'® Namun tidak ada pengaturan yang
secara tegas mengatur mengenai Human Trafficking ini.

Oleh sebab itu perlu dibentuknya Undang—Undang Khusus yang mampu
menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus dengan rumusan dan
unsur-unsurnya secara komprehensif serta ancaman hukuman yang berat guna
memberantas tuntas kejahatan keji terhadap kemanusiaan ini. Untuk maksud dan
tujuan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persoalan Human Trafficking di didunia khususnya di Negara-negara

berkembang seperti Indonesia sudah mencapai taraf sangat memprihatinkan.

B Ibid



Jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani masih sangat
sedikit. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya perdagangan manusia
khususnya perempuan dan anak-anak.'® Seperti jumlah kasus Perdagangan
Manusia di Jawa barat sejak tahun 2009 sampai 2011 mengalami peningkatan
dengan 794 kasus.”’ Tingginya angka Human Trafficking ini tak jauh dari
masalah ekonomi baik dari korban maupun pelaku. Serta sanksi yang terlalu
ringan menyebabkan kurangnya efek jera terhadap para pelaku Human
Trafficking ini. Hal ini menandakan, bahwa upaya pengendalian dan
penanggulangan kejahatan Human Trafficking melalui sarana penegakan hukum
masih belum memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang lebih efektif
untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan
hukum serta kerjasama Negara-negara didunia untuk menghapuskan Human
Trafficking ini.

Human Trafficking juga dikenal diseluruh dunia sebagai satu-satunya
tindakan atau perbuatan yang telah secara signifikan menjerumuskan jutaan
korban kedalam perbudakan dan memungkinkan jaringan kejahatan terorganisir
untuk mengalihkan dana yang besar ke berbagai upaya mengoperasikan kejahatan
terkait lainnya, seperti perdagangan narkotika, pencucian uang dan lain

sebagainya yang dapat berpotensi melumpuhkan sendi-sendi perekonomian

19
20

Harkrisnowo, Hakristuti. Laporan Perdagangan manusia. 2005. Hlm 6

Perbudakan Modern Bernama Human Trafficking, (http://m.inilah.com/read/detail) diaks
tanggal 24 April 2013 pukul 14.00 wib. il) diakses pada
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Negara dan sistem penegakan hukum.?! Hal ini juga yang menyebabkan Human
Trafficking ini masuk kedalam kejahatan lintas Negara. Human Trafficking
merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan dengan berbagai prosedur
oleh beberapa orang yang mempunyai tugas masing-masing seperti perekrutan,
penyekapan, pengiriman serta penerimaan.22 Semua prosedur kejahatan ini
banyak terjadi melewati batas nasional Negara yang menyangkut kepentingan
banyak Negara yang menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh dunia.
Sehubungan dengan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Human Trafficking
merupakan persoalan dunia yang dapat merugikan kepentingan banyak Negara
yang pengaturannya harus dapat mencakup sebagian bagian dari kejahatan lintas
Negara. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan
oleh Negara Indonesia dalam menghapus ataupun mencegah Human Trafficking
serta harmonisasi pengaturan hukum Human Trafficking menurut hukum
Internasional dan hukum nasional agar peraturan hukum mengenai Human
Trafficking bisa lebih effektif dan tidak saling bertabrakan antara sistem hukum
yang satu dengan yang lainnya. Melalui skripsi dengan judul :
“HARMONISASI TERHADAP PENGATURAN HUKUM HUMAN

TRAFFICKING MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM

INTERNASIONAL?”

21

22

Pefdagangan Manusia, (http://portal-hi.net/index.php/humanitarian-issue/perdagangan—manusia/)
Diakses pada tanggal 24 April 2013 pukul 13.00 wib.

lél)ndang —Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
rang.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana harmonisasi pengaturan hukum Human Trafficking menurut
Hukum Nasional dan Internasional?
2. Bagaimana peranan ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam
memberantas Human Trafficking?
3. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi Human Trafficking yang
terjadi di Negara Indonesia?
C. Tujuan
Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membahas mengenai
Kajian Yuridis tentang Human Trafficking, yaitu :
1. Menganalisis harmonisasi pengaturan hukum Human Trafficking menurut
Hukum Nasional dan Internasional.
2. Mengetahui peranan ASEAN sebagai Organisasi Internasional dalam
memberantas Human Trafficking.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi Human

Trafficking yang terjadi di Negara Indonesia.

D. Manfaat penelitian
Manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat
mengetahui dan melihat masalah Human Trafficking secara mendalam. Manfaat

dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :
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1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
akademisi dan mahasiswa ilmu hukum dan ilmu-ilmu social lainnya guna
menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum internasional serta
dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan
pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dan
memberikan pengetahuan mengenai hukum pidana internasional serta untuk
menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah Penelitian
Hukum Normatif. Dalam arti mempelajari dan mengkaji teori-teori, konsep-
konsep, doktrin dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah.

2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah studi

kepustakaan yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literature
yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literature-literature tersebut
diperoleh tidak hanya melalui perpustakaan, akan tetapi ada sebagian yang
diperoleh melalui situs internet yang terkait dengan penelitian yang akan

dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan.
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3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan—bahan hukum.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan—bahan hukum yang mengikat diri dari :

a. Norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang—Undang Dasar 1945.

b. Peraturan Perundang—undangan

Bahan Primer yang berkaitan dengan masalah, antara lain :

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan
Manusia

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

f. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap perempuan.

g. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

h. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri.

i.  Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perj anjian internasional

J- Universal Declaration of Human Right.
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k. United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in
Persons Especially Women and Children supplementing the convetion against
transnational organized crime.

1. Convention on the rights of the child and its relevant optional protocol.

n. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women.

0. SAARC convention on preventing and combating trafficking in women and
children for prostitution.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu : bahan—bahan yang merupakan penjelasan
mengenai hubungan hukum primer, yang biasanya berupa buku, karya tulis,
makalah, internet serta artikel di media massa yang berhubungan dengan
materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan primer dan sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, dan
lain sebagainya.

4. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data
yang berupa keterangan-keterangan, bahan-bahan tertulis, serta informasi yang
relevan dengan objek kajian. Pengolahan dan penafsiran data untuk menuju pada

suatu kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan skripsi

ini.
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